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ABSTRAK

Tradisi yang mengatur perceraian pada masyarakat Dayak adalah
pemberian Singer, yaitu kompensasi berupa harta atau barang yang diberikan oleh
salah satu pihak sebelum perceraian dilakukan. Tradisi ini bertujuan untuk
menjaga keharmonisan rumah tangga dan meminimalisir perceraian. Pertanyaan
mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik Singer sebagai
kompensasi praperceraian dalam masyarakat Dayak di Sampit dan Palangkaraya
serta bagaiamana penetapan nomila denda tersebut. Selanjutnya, bagaimana
Singer jika dianalisis menggunakan konsep Maslahah dan pluralisme hukum.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat
penelitian deskriptif komparatif yakni memakai data lapangan (field research)
dengan data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dewan Adat Dayak
(DAD) Kotawaringin Timur dan wawancara pihak Pengadilan Negeri Sampit.
Selain itu, Penelitian ini juga menggunakan bahan data dari penelitian terdahulu
terkait singer. Selanjutnya, data dari wawancara dan penelitian terdahulu dikaji
menggunakan teori maslahah dan pluralisme hukum. Kerangka teori yang
digunakan yakni teori maslahah yang diprakasai oleh Imam Ghazali dan teori
pluralisme hukum Sujipto Raharjo. Terdapat tiga variabel kunci dalam
mendiskusikan praktik singer yakni penulis, masyarakat Dayak di Sampit dan
Palangkaraya, Dewan Adat Dayak, hingga Pengadilan Agama dan Pengadilan
Negeri. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan yang diambil di sini adalah sosio-
legal.

Pertama, pelaksanaan Singer dalam masyarakat Dayak memiliki
perbedaan penerapan antara Sampit dan Palangkaraya. D1 Sampit, Singer hanya
dapat diajukan bagi pasangan yang menikah secara adat Dayak.Kasus terakhir
ditangani di Sampit pada 2021. Sementara di Palangkaraya, praktik Singer masih
berlaku dan diserahkan kepada Dewan Adat Dayak. Kedua, Melalui analisis
Maslahah menurut Imam Al-Ghazali, penerapan Singer (denda cerai) pada
masyarakat Dayak di Sampit dapat dikategorikan sebagai Maslahah tahsiniyyat,
khususnya dalam aspek Hifz al-Nas! (menjaga keturunan), karena bertujuan
melestarikan nilai-nilai adat dan budaya serta menjaga keharmonisan keluarga.
Sementara itu, di Palangkaraya Singer masuk dalam kategori Maslahah
dharuriyyat, terutama dalam aspek Hifz al-Mal (menjaga harta), karena berfungsi
melindungi hak ekonomi dan kepemilikan. Meskipun memiliki perbedaan
penekanan, pelaksanaan Singer di kedua daerah tetap menyerahkan urusan
tersebut kepada Dewan Adat Dayak, menunjukkan komitmen masyarakat dalam
mempertahankan tradisi dan hukum adat yang telah lama dianut. Dari perspektif
pluralisme hukum, Singer di Sampit tergolong pluralisme relatif atau lemah
karena hukum negara tetap dominan, sementara di Palangkaraya termasuk
pluralisme kuat atau deskriptif karena mengakui keberagaman sistem hukum
secara setara tanpa hierarki.

Kata Kunci : Singer, Maslahah, Pluralisme Hukum



ABSTRACT

The tradition governing divorce among the Dayak community is the
practice of Singer, which is a form of compensation in the form of assets or
goods given by one party before the divorce is finalized. This tradition aims to
maintain household harmony and minimize divorce. The fundamental question
in this research is how the practice of Singer as pre-divorce compensation is
implemented among the Dayak communities in Sampit and Palangkaraya, as
well as how the nominal amount of the fine is determined. Furthermore, how
Singer can be analyzed using the concepts of Maslahah and legal pluralism.

This research employs a qualitative approach with a comparative
descriptive nature, utilizing field research data obtained through interviews with
the Dayak Customary Council (DAD) of Kotawaringin Timur and the Sampit
District Court. Additionally, this study uses data from previous research related
to Singer. The data from interviews and prior research are then analyzed using
the theories of Maslahah and legal pluralism. The theoretical frameworks used
are the theory of Maslahah pioneered by Imam Al-Ghazali and the legal
pluralism theory of Sujipto Raharjo. There are three key variables in discussing
the practice of Singer: the author, the Dayak communities in Sampit and
Palangkaraya, the Dayak Customary Council, and the Religious Court and
District Court. Based on this, the approach taken here is socio-legal.

First, the implementation of Singer in the Dayak community shows
differences between Sampit and Palangkaraya. In Sampit, Singer can only be
requested for couples married under Dayak customary law. The most recent
case handled in Sampit was in 2021. Meanwhile, in Palangkaraya, the practice
of Singer is still in effect and is handled by the Dayak Customary Council.
Second, through the analysis of Maslahah according to Imam Al-Ghazali, the
application of Singer (divorce fine) among the Dayak community in Sampit can
be categorized as Maslahah tahsiniyyat, particularly in the aspect of Hifz al-
Nasl (preserving lineage), as it aims to preserve cultural values and maintain
family harmony. In contrast, in Palangkaraya, Singer falls under Maslahah
dharuriyyat, especially in the aspect of Hifz al-Mal (preserving wealth), as it
functions to protect economic rights and ownership. Despite the differing
emphases, the implementation of Singer in both regions still delegates the matter
to the Dayak Customary Council, demonstrating the community's commitment to
preserving long-standing traditions and customary law. From the perspective of
legal pluralism, Singer in Sampit is classified as weak or relative pluralism, as
state law remains dominant, while in Palangkaraya, it is considered strong or
descriptive pluralism, as it recognizes the diversity of legal systems equally
without hierarchy.

Keywords: Singer; Maslahah, Legal Pluralis
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U tertanggal 22

Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
Alf Tidak Dilambangkan -
- Ba' b Be
= Ta' t Te
& Sa' 8 S (dengan titik di atas)
t Jim ] le
z Ha' h Ha (dengan titik di bawah)
r Kha' kh K dan H
Dal d De
Zal Z Z (dengan titik di atas)
R& r Er
Zai z Zet
o Sin 5 Es
& Syin sy Sdan’yY
] Sad < S (dengan titik di bawah)
o Dad d D (dengan titik di bawah)
L Ta' t T (dengan titik di bawah)
= Za' z Z (dengan titik di bawah)
¢ 'Ayn ‘ koma terbalik ke atas
4 Gayn g Ge




Lam

Mim

Niin

Waw

Ha'

Hamzah

Ya

Ef

Qi

‘El
‘Em

‘En

Ha
Apostrof

Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

V- = 8
BaJaka

ditulis

ditulis

Muta’addidah

‘Iddah

C. Ta‘* Marbiitah di Akhir Kata

1. Bila ta’ marbutah dibaca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab

yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, seperti zakat dan sebagainya.

o

ditulis

ditulis

Hikmah

Jizyah

2. Bila ta’ marbutah diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan h.




i aag

ditulis

Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbiitah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah

maka ditulis t atau h.

RS ditulis Zakah al-Fitr
D. Vokal Pendek
Fathah ditulis a
Kasrah ditulis 1
Dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
Fathah +Alif ditulis A
Do Jahiliyyah
Fathah + Ya” Mati ditulis A
s Tansa
Kasrah + Ya’ Mat ditulis I
33 Karim
Dammah + Wawu Mati ditulis U
i Furtd

Xi




F. Vokal Rangkap

Fathahf Ya’ Mati ditulis Al
= Baimakum
Fathah + }Vawu Mati ditulis Au
Jz Qaul

G. Vokal Pendek berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

tanda apostrof ().

il ditulis A’antum

FhaH ditulis La’in Syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila kata sandang alif lam diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan al.

Al Ditulis Al-Qur’an

2. Bila kata sandang alif lam diikuti syamsiyyyah maka ditulis dengan huruf

syamsiyyah setelahnya serta huruf'l (el)-nya dihilangkan.

gl Ditulis As-Sama’
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I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

e 3l Ditulis Zaw1 al-Furid

240 ek Ditulis Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan

sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan

sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad

Syukri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan,

Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR

HAJS\QAAJS\&\M

U o aBadl 9 8%a s b J gy 2ana (O gl g 4l Y1 AN Y (0 gl Cppallad) oy Al daal

Crran) daua g Al e 5 2aaa
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dan perceraian merupakan salah satu aspek yang paling
fundamental dalam kehidupan sosial manusia, tidak terkecuali dalam masyarakat
Dayak yang mendiami daerah Sampit dan Palangkaraya. Masyarakat Dayak
memiliki sistem hukum yang beragam dan kompleks. Salah satu bentuk
kompensasi atau penyelesaian terhadap perceraian dalam tradisi Dayak adalah
pemberian Singer, yaitu sejumlah harta atau barang yang diserahkan oleh pihak
laki-laki maupun perempuan sebagai bentuk penggantian atau kompensasi
sebelum perceraian dilakukan. ' Namun, pada penelitian terdahulu belum
disebutkan bagaimana alur pelaksanaan Singer dan perbedaan penetapan nominal
denda cerai.

Oleh karena itu, penulis memilih topik mengenai "Singer” sebagai
Kompensasi Praperceraian Dalam Tradisi Masyarakat Dayak di Sampit dan
Palangkaraya" untuk melengkapi data dari penulis sebelumnya karena hanya
berfokus pada daerah Palangkaraya dan belum ada bahasan bagaimana alur
pelaksaanaan Singer dan perbedaan penetapan nominal denda cerai. Selain itu,
untuk mengeksplorasi bagaimana konsep maslahah yang berfokus pada
kemaslahatan bersama dapat diterapkan melalui penerapan Singer karena hal ini

berlaku bagi suami maupun istri. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami

! Kayun, Sri, and Gelar Sumbogo Peni. "Sanksi Adat (Singer) Terhadap Kasus Perceraian
Pada Masyarakat Adat Dayak di Desa Sigi Kalimantan Tengah." Belom Bahadat 11, no. 1 (2021):
hlm.104-114.



bagaimana tradisi dan norma lokal dapat berinteraksi dengan prinsip-prinsip
hukum yang lebih luas, serta memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan
dalam menghadapi masalah perceraian.2

Masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah, khususnya di Sampit dan
Palangkaraya, menjadi studi kasus yang menarik untuk mengkaji perbedaan
penerapan sanksi adat (singer) dalam konteks perceraian. Meskipun keduanya
berada dalam wilayah yang sama, terdapat perbedaan signifikan dalam penetapan
nominal denda cerai. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana prinsip
maslahah (kebaikan bersama) dan pluralisme hukum diterapkan dalam sistem adat
Dayak, serta bagaimana interaksi antara hukum adat dan hukum negara dalam
penetapan denda cerai.

Kajian mengenai perceraian dan kompensasi perceraian dalam masyarakat
Dayak, banyak peneliti yang telah membahas berbagai aspek, mulai dari dampak
sosial hingga solusi hukum yang ditawarkan.® Namun, penelitian yang secara
khusus mengaitkan konsep maslahah dan pluralisme hukum dalam praktik Singer
pada konteks masyarakat adat Dayak masih terbatas. Sebagian besar literatur
lebih banyak berfokus pada aspek hukum formal dan kurang menyoroti
bagaimana nilai-nilai lokal dapat berperan dalam penyelesaian konflik. Selain itu,
peneliti sebelumnya hanya menggunakan studi kasus yang ada di Palangkaraya.
Sejauh ini, belum ada yang menggunakan studi kasus yang berada di Sampit. Oleh

karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan

% Siti Aminah, "Peran Maslahah dalam Hukum Keluarga Islam," Jurnal Hukum dan
Masyarakat 10, no. 1 (2019): hlm.23-35

¥ Kastama, I. Made, and Ni Putu Paramita Dewi. "Keputusan Damang Pada Masyarakat
Adat Dayak Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian di Kalimantan Tengah." Kertha Patrika 43,
no. 2 (2021): hlm.182-196.



mengintegrasikan perspektif maslahah dalam analisis pluralisme hukum yang ada
di masyarakat adat.

Diskusi yang ada dalam literatur mengenai perceraian dalam masyarakat
adat sering kali terfokus pada aspek hukum formal dan dampaknya terhadap
individu. * Namun, terdapat celah dalam pemahaman mengenai bagaimana
praktik-praktik lokal, seperti Singer dapat berfungsi sebagai mekanisme
penyelesaian yang lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Selain
itu, penelitian sebelumnya sering kali kurang mempertimbangkan perspektif
maslahah dan konteks pluralisme hukum yang dapat memberikan kontribusi
signifikan dalam menciptakan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan.
Penelitian ini bertujuan untuk memperluas diskursus mengenai hukum adat dan
praktik mediasi dalam konteks perceraian.

Untuk mengkaji celah-celah dalam literatur yang telah dibahas, penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi
partisipatif di kalangan masyarakat adat Dayak dan Dewan Adat Dayak di Sampit
karena lokasi tersebut belum pernah ada yang meneliti terkait pelaksanaan Singer.
Melalui cara ini, peneliti akan mengumpulkan data langsung mengenai praktik
Singer dan bagaimana hal tersebut berinteraksi dengan prinsip maslahah dalam
konteks perceraian. Selain itu, analisis terhadap norma-norma hukum yang
berlaku di masyarakat serta pandangan masyarakat terhadap perceraian dan
kompensasi akan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih

komprehensif. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik

* Ratno Lukito, Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable (London:
Routledge, 2013), him. 45-67



untuk meneliti lebih dalam terkait penerapan Singer di Sampit dan Palangkaraya
menggunakan analisis pemikiran dua tokoh dengan judul : Singer Sebagai
Kompensasi Praperceraian dalam Tradisi Masyarakat Dayak di Sampit dan
Palangkaraya (Analisis Maslahah dan Pluralisme Hukum).
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah
sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Singer di Sampit dan Palangkaraya korelasinya
dengan Dewan Adat dan Pengadilan Negeri?

2. Bagaimana tradisi Singer sebagai pemulihan praperceraian dalam
masyarakat Dayak di Sampit dan Palangkaraya dilihat dari prinsip-prinsip
maslahah dan pluralisme hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Dilihat dari pemaparan di atas, adapun tujuan yang ini dicapai dalam
penelitian ini sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana pelaksanaan Singer di Sampit
dan Palangkaraya korelasinya dengan Dewan Adat dan Pengadilan
Negeri.
b. Untuk menganalisis tradisi Singer sebagai pemulihan praperceraian
dalam masyarakat Dayak di Sampit dan Palangkaraya menggunakan
analisis prinsip-prinsip maslahah dan pluralisme hukum.

C. 2. Kegunaan



Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis, dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil
penelitian-penelitian mengenai Singer. Terlepas dari hal tersebut,
harapannya mampu memberikan pemahaman dan dapat digunakan
menjadi referensi bagi masyarakat yang ingin melakukan Singer di
Kalimantan Tengah.

b. Secara praktis, dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan
bahan untuk diskusi bagi peneliti selanjutnya dan membahas
pembahasan yang sama dengan permasalahan ini.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan beberapa telaah pustaka yang berkaitan dengan
permasalahan ini, penulis belum menemukan pembahasan yang sama secara
utuh terkait penetapan sanksi dan nominal denda cerai terhadap muslim yang
berada di lingkungan suku Dayak Ngaju. Sejumlah penelitian dan karya
ilmiah yang ditulis oleh para peneliti terkait Singer Sebagai Kompensasi
praperceraian dalam tradisi Masyarakat Dayak di Sampit dan Palangkaraya
Menurut Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju. Karya-karya tersebut dapat
dilhat dari beberapa karya yang penulis dapatkan.

Pertama, karya-karya yang memuat kajian mengenai kompetensi
hukum pemenuhan nafkah Istri pasca perceraian yang dilakukan oleh
Hasanatul Jannah yang mengkaji Kompilasi Hukum Islam dan Undang-

undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terkait pemenuhan



nafkah Istri pasca perceraiam.5 Hal ini menyoroti pentingnya pemenuhan
nafkah sebagai hak istri setelah perceraian, yang diatur dalam kedua sumber
hukum tersebut. Kajian ini membahas bahwasannya Kompilasi Hukum Islam,
terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa suami berkewajiban memberikan
nafkah kepada istri selama masa iddah, serta tanggung jawab yang lebih luas
dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup istri setelah perceraian.

Kedua, karya Novita Marasti dan Fatria Hikmatiar Al Qindy terkait
tanggung jawab Suami atas nafkah terhadap mantan Istri dan anak pasca
perceraian menurut undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
(Studi di Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur). Penelitian ini mengkaji
Kompilasi Hukum Islam mengenai pemenuhan nafkah terhadap Istri dan anak
pasca cerai dengan contoh kasus yang berada di Desa Mujur, Praya Timur.®

Ketiga, karya yang mengkaji tentang implikasi praktik pembayaran
denda cerai dalam sistem perkawinan masyarakat adat Dayak Ngaju
Palangkaraya yang ditulis oleh Wahid Noor Rahman dengan kajian yang
memuat denda cerai adat Dayak Ngaju merupakan tradisi yang dimiliki oleh
masyarakat adat Dayak Ngaju yang mana dilestarikan  dalam proses

perkawinan adat.”

® Jannah, Hasanatul. "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian." De
Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum 2, no. 1 (2010):hlm 70-89.

® Marasti, Novita, And Fatria Hikmatiar Al Qindy. "Tanggung Jawab Suami atas Nafkah
Terhadap Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam." Private Law 3, No. 3 (2023): him. 613-622.

"Rahman, Wahid Noor. "Implikasi Praktik Pembayaran Denda Cerai dalam Sistem
Perkawinan Masyarakat Adat Dayak Ngaju Palangkaraya." Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah
dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.



Keempat, karya yang mengkaji tentang tinjauan Al-Magasid Al-
Syariah terhadap denda cerai dalam perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju
di Sampit dan Palangkaraya yang ditulis oleh Muhammad Yoga dengan kajian
yang memuat perpsektif Magasid Syariah dalam meninjau denda cerai dalam
perjanjian perkawinan yang terjadi di masyarakat Dayak Nagaju, Sampit dan
Palangkalraya.8

Kelima, karya yang mengkaji tentang denda cerai dalam perjanjian
perkawinan adat Dayak Ngaju di Sampit dan Palangkaraya sebagai upaya
mempersukar perceraian ditinjau dari undang-undang Nomor 1 tahun 1974
tentang perkawinan yang ditulis oleh Muhammad Abdul Aziz dengan kajian
yang bertujuan untuk mengetahui konsep denda cerai dalam perjanjian
perkawinan adat Dayak Ngaju di Sampit dan Palangkaraya serta
kesesuaiannya dengan prinsip mempersukar perceraian dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan guna memberikan
alternatif pencegahan semakin meningkatnya jumlah perceraian di Indonesia.’

Keenam, karya yang mengeksplorasi efektivitas Singer dalam
konteks perkawinan masyarakat adat Suku Dayak. Karya yang di tulis oleh
Malik Ibrahim dan Taufiqurohman. Tulisan ini menjelaskan bahwa Singer
tidak hanya berfungsi sebagai denda, tetapi juga sebagai alat untuk

menyelesaikan konflik dan memulihkan hubungan antar pihak yang bercerai.

® Muhammad Yoga, Muhammad Yoga. "Tinjauan Al-Magqasid Al-Syariah Terhadap Denda
Cerai dalam Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah." Phd Diss., Institut
Pesantren Kh Abdul Chalim, 2023.

° Aziz, Muhammad Abdul. "Denda Cerai dalam Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju
di Kalimantan Tengah Sebagai Upaya Mempersukar Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." (2013).



Hasil penelitian menunjukkan bahwa Singer memiliki peran penting dalam
menjaga keharmonisan sosial di masyarakat Dayak. Dengan adanya Singer ,
individu yang bercerai merasa memiliki tanggung jawab untuk memenuhi
kewajiban mereka, sehingga dapat mengurangi potensi konflik yang mungkin
timbul.*

Ketujuh, karya yang mengkaji interaksi antara hukum adat Dayak
dan prinsip-prinsip fikih jinayah,yang ditulis oleh Setiawan, R. F., &
Lisnawati, L. Penelitian ini menyoroti bagaimana masyarakat Dayak yang
memiliki tradisi hukum adat yang kuat, mengintegrasikan nilai-nilai fikih
jinayah dalam penyelesaian konflik dan penegakan keadilan.'! Dalam konteks
ini, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang
mengatur perilaku individu tetapi juga sebagai sistem yang mampu
beradaptasi dengan prinsip-prinsip hukum Islam, menciptakan sinergi antara
dua sistem hukum yang berbeda.

Kedelapan, karya yang membahas praktik pembayaran kati ramu
yang muncul sebagai konsekuensi dari perceraian dalam konteks masyarakat

Muslim Dayak Ngaju yang ditulis oleh Nurfidiyanti, H. S. Penelitian ini

menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai penalti, tetapi

% Ibrahim, Malik, and Taufiqurohman Taufiqurohman. "Efektifitas Singer Sebagai
Pelaksanaan Sanksi Adat dalam Hukum Perkawinan:(Studi Pada Komunitas Suku Dayak
Bakumpai Di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah)." Tasyri': Journal of Islamic Law 2, no.
2 (2023): him.205-224.

1! Setiawan, Rahmad Fahreza, and Lisnawati Lisnawati. "Jipen: Menilik Hukum Adat
Dayak Perspektif Kaidah Fikih Jinayah." Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) 2, no. 1
(2023): 59-70.



juga sebagai mekanisme untuk menjaga kehormatan dan martabat keluarga,
serta sebagai upaya untuk meminimalisir dampak sosial dari perce:ratian.12

Kesembilan, karya yang membahas tentang sistem hukum adat
yang berlaku di kalangan masyarakat Dayak Ngaju, khususnya mengenai
konsep Tahiu Janji Pangawin."yang ditulis oleh Dlaifurrahman, M., Aseri, A.
F., & Mujiburohman, M. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak
hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai alat untuk
menyelesaikan konflik dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Dalam
kajian ini, penulis mengaitkan praktik 7ahiu Janji Pangawin dengan nilai-
nilai budaya dan tradisi yang telah ada sejak lama dalam masyarakat Dayak
Ngaju. Hukum adat ini mencerminkan kearifan lokal yang mengedepankan
musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini juga
menyoroti bagaimana hukum adat beradaptasi dengan perkembangan zaman,
termasuk pengaruh modernisasi dan interaksi dengan sistem hukum formal.
Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap relevan dan dapat berfungsi
dalam konteks sosial yang berubah. ™

Kesepuluh, karya yang mengkaji konsep kaweng turung yang
merupakan praktik hukum adat di kalangan masyarakat tertentu dengan
pendekatan pluralisme hukum yang ditulis oleh Mahmud, A. A. Penelitian ini

menyoroti bagaimana kaweng turung berfungsi sebagai mekanisme

2 Nurfidiyanti, Hana Sri. "Pembayaran Kati Ramu sebagai konsekuensi perceraian
perspektif ‘Urf: Studi pada masyarakat muslim Dayak Ngaju di Kelurahan Tewah, Kecamatan
Tewah, Kabupaten Gunung Mas." PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,
(2023). hlm. 40-55.

3 Dlaifurrahman, Muhamamd, Akhmad Fauzi Aseri, and Mujiburohman Mujiburohman.
"Hukum Hadat Dayak Ngaju: Tahiu Janji Pangawin di Kalimantan Tengah." A! Qalam: Jurnal
Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan 17, no. 1 (2023): him. 414-432.



10

penyelesaian sengketa dan perlindungan hak-hak perempuan dalam
masyarakat yang memiliki beragam sistem hukum. Dengan pendekatan
pluralisme hukum, penulis menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya
berperan sebagai norma lokal, tetapi juga dapat berinteraksi dengan hukum
nasional dan internasional, terutama dalam hal perlindungan perempuan.14

Dilihat dari beberapa penelitian tersebut sudah ada beberapa orang
yang meneliti terkait denda cerai adat Dayak Ngaju, namun belum ada yang
mengkaji tentang pelaksanaan sanksi Singer jika dilihat dari perspektif
maslahah dan pluralisme hukum. Selain itu, peneliti ingin mengkaji lebih
lanjut terkait apakah ada perbedaan dalam penetapan hukum Singer suku
Dayak yang ada di Sampit dan Palangkaraya dan bagaimana penerapan
Singer jika dikaji melalui analisis maslahah dan pluralisme hukum. Oleh
karena itu, maka masih bisa disebut layak bagi penulis meneliti tentang

permasalahan ini.

E. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan kerangka konseptual yang digunakan oleh
penyusun sebagai alat analisis dalam mengkaji masalah-masalah yang akan
diteliti dalam penelitian. Penyusun mengusung penelitian hukum adat dengan
membangun kerangka teori berdasar norma yang berkembang di masyarakat

adat, dengan menggunakan teori pluralisme hukum. Sementara itu dalam

kerangka teori hukum Islam, penyusun menggunakan salah satu instrumen

Y Mahmud, A. A.“Kaweng Turung Dalam Perspektif Pluralisme Hukum dan

Perlindungan Perempuan,”’(Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta) (2023), him. 35-50.



11

ushul fikih yaitu metode Maslahah. Berikut adalah penjelasan mengenai teori

yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Teori Maslahah Menurut Imam Al-Ghazali

Terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penulis

menggunakan teori Maslahah menurut Imam Al-Ghazali dengan objek
kajian maslahah. Imam Al-Ghazali dalam kitab a/-Mustashfa menyatakan
bahwa Ushul Figh adalah ilmu yang sangat mulia keberadaannya,
disebabkan karena perpaduan antara ‘agli dan nagli. Melalui ilmu Ushul
Figih, dimensi ketuhanan dan kemanusiaan bergabung menjadi suatu
kesatuan dan menghasilkan hukum-hukum vyang bersifat praktis.
Terjadinya perpaduan tersebut, maka ‘agli dan nagli dalam ilmu Ushul
Figih menjadi dua aspek yang tidak dapat dipisahkan.™ Ia mengemukakan
bahwa :

"[lmu yang paling utama ialah ilmu yang memadukan antara aqli dan naqli
secara seimbang. Keutamaan ini terdapat dalam ilmu fiqih dan ushul fiqih,
sebab pada kedua ilmu tersebut terdapat keserasian secara seimbang
antara peran akal dan wahyu; tidak terlalu memihak pada teks syara',juga
tidak terlalu bebas mengikuti akal."

Secara etimologi, maslahah berasal dari Bahasa Arab dan telah
dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah yang berarti
mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak
kerusakan. ° Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat

dengan dalil agama (al-Qur’an dan al-Hadist) yang membolehkan atau

Y Al-Ghazdli, al-Mustashfd Min ‘ilm al-Ushil (Libanon: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah,
2000). him.3.

® Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan
Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973, hlm. 219.
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yang melarangnya. 7 Secara terminologi, terdapat beberapa definisi
Maslahah  yang dikemukakan ulama usul fikih, tetapi seluruh definisi
tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan
bahwa pada prinsipnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak
kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan shara’.

Definisi Maslahah menurut Muhammad Abu Zahra :

Maslahah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan
syari’ (dalam mensyari’atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil
khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.®

Sedangkan definisi Maslahah menurut Abdul Wahab Khallaf :

Maslahah adalah di mana syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk
mewujudkan maslahah juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas
pengakuannya atau pernbattallannyal.19

Imam Al-Ghazali dalam karya-karyanya menekankan pentingnya
Maslahah  sebagai tujuan utama dari syariat Islam. Maslahah diartikan
sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat dan menghindarkan
mudarat bagi individu maupun masyarakat. Dalam konteks perceraian,
Maslahah dapat dipahami sebagai upaya untuk mencapai solusi yang adil
dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam masyarakat adat

Dayak, di mana nilai-nilai kekeluargaan dan solidaritas sangat dijunjung

Y Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, Semarang: Bulan Bintang,
1955, him. 43.

® Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Figh, terj. Sacfullah Ma’shum, et al., Ushul Figih,
Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424.

9 Abdullah Wahab Khallaf, /Imu Ushulul Figh, alih bahasa Noer Iskandar al-Bansany,
cet. Ke-8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123.
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tinggi, penerapan prinsip maslahah dapat menjadi landasan untuk
meredakan konflik dan meminimalisir dampak negatif dari perceraian.20

Singer berfungsi sebagai pengingat akan tanggung jawab yang
diemban oleh pasangan yang bercerai, sehingga setiap individu menyadari
konsekuensi dari keputusan yang diambil. Apabila maslahah pada satu
kasus sudah cukup nyata dan sesuai dengan maksud hukum syara’ maka
menggunakan maslahah berarti memenuhi tujuan syara’. Sebaliknya bila
tidak digunakan berarti melalaikan tujuan hukum syara’.

Teori keadilan Al-Ghazali menekankan bahwa setiap individu harus
bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam konteks Singer , denda
cerai berfungsi untuk menegaskan tanggung jawab yang diemban oleh
pasangan yang bercerai. Al-Ghazali menguraikan bahwa (tanggung jawab)
adalah bagian integral dari kehidupan sosial, di mana setiap tindakan
memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan21. Demikian,

Singer dapat dilihat sebagai alat untuk menegakkan keadilan dalam

masyarakat.

2. Teori Pluralisme Hukum
Pluralisme hukum merupakan suatu konsep yang mengakui

keberadaan berbagai sistem hukum dalam satu masyarakat. Kesadaran

% Abdul Rahman, "Maslahah dalam Hukum Islam: Teori dan Praktik," Jurnal Hukum dan
Masyarakat 12, no. 1 (2020), him. 45-60.

?! Dayusman, Edo Alvizar, Alimudin Alimudin, and Taufik Hidayat. "Kemanusiaan Dan
Kesejahteraan Sosial dalam Pemikiran Islam Kontemporer." TAJDID: Jurnal Pemikiran
Keislaman dan Kemanusiaan 7, no. 1 (2023): hlm.118-134.
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akan pluralisme hukum di Indonesia mulai muncul pada masa
pemerintahan Hindia Belanda. Keberagaman praktik hukum di kalangan
masyarakat pribumi mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk
menerapkan hukum yang seragam bagi seluruh masyarakat pribumi.
Perdebatan mengenai kebijakan pemerintah untuk menetapkan satu sistem
hukum yang sesuai bagi masyarakat pribumi memicu sejumlah ahli untuk
mencari rumusan hukum yang tepat. Akhirnya, dari sinilah berkembang
berbagai diskusi mengenai hukum Adat dan Islam, baik dalam bentuk
percakapan maupun tulisan.??

Menurut Abdul Aziz Sachedina, istilah pluralisme merupakan salah
satu ikhtisar untuk menyebutkan suatu tatanan dunia baru dalam perbedaan
budaya, sistem kepercayaan, dan nilai-nilai yang dapat membangkitkan
bergairahnya berbagai ungkapan manusia yang tak kunjung habis,

23 Kata

sekaligus juga mengilhami konflik yang tak terdamaikan.
pluralisme telah menjadi semacam panggilan untuk hari raya, suatu seruan
bagi warga negara dunia untuk berdamai dengan perbedaan mereka
masing-masing. Maka jika diteliti lebih jauh, pluralisme sebagai satu
diskursus akhir-akhir ini muncul hanya sebagai suatu kajian bagi orang-

orang yang tertarik dalam agama, politik, budaya dan hubungan ketiganya

dalam dunia kontemporer sekarang ini (contemporary history).

%2 Yusril, Muhammad, Mhd Dayrobi, Hilal Haitami Harahap, and Zainul Fuad. "Analisis
Polarisasi Dualisme dan Pluralisme Hukum Islam di Indonesia." MANDUB: Jurnal Politik, Sosial,
Hukum Dan Humaniora 2, no. 1 (2024): him. 267.

2 Abdul Aziz Sachedina, Beda Tapi Setara: Pandangan Islam Terhadap Non-Islam, Terj.
Satrio Wahono (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm. 48.
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Pluralisme, secara etimologi berasal dari akar kata plural, plurality
dan pluralisticc Dalam kamus Oxford Learner Pocket Dictionary,
pluralisme didefinisikan: mengenai lebih dari satu atau banyak (for
referring to more than one).24 Sejalan dengan pengertian di atas, Krisnanda
Wijaya Mukti dalam Wacana Budha Dharma, mendefinisikan pluralisme,
sebagai pemahaman atau kesatuan dan perbedaan, yaitu kesadaran
mengenai suatu ikatan kesatuan dalam arti tertentu bersama-sama dengan
kesadaran akan keterpisahan dan perpecahan kategoris.25 Kata pluralisme
juga banyak digunakan untuk menyebutkan banyaknya ras, bangsa, agama
dan sebagainya, yang harus tinggal bersama sebagai kelompok
masyarakat.

Dalam konteks masyarakat adat Dayak di Sampit dan
Palangkaraya, pluralisme hukum menjadi penting untuk memahami
bagaimana norma-norma adat berinteraksi dengan hukum positif.
Pluralisme hukum merupakan suatu pendekatan yang mengakui
keberadaan berbagai sistem hukum dalam satu masyarakat. Dalam konteks
masyarakat Dayak, yang memiliki tradisi dan norma hukum adat yang
kuat, pluralisme hukum menjadi sangat relevan. Sadjipto Raharjo
merupakan seorang tokoh penting dalam kajian hukum di Indonesia. Ia
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman pluralisme

hukum yang dapat diterapkan dalam analisis mengenai Singer sebagai

* Martin. H. Manser, Oxford Learner, Pocket Dictionary, Cet. ke-5 (Oxford University
Press: 1995), him. 318.

° Krisnanda Wijaya Mukti, Wacana Budha Darma (Jakarta: Yayasan Dharma
Pembangunan, 2003), him. 140.
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kompensasi praperceraian. Dalam kerangka teorinya, Raharjo menekankan
pentingnya memahami hukum sebagai produk sosial dinamis yang
mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam
masyarakat.26

Hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya
masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat Dayak memiliki sistem hukum adat
yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perceraian.
Singer sebagai bentuk kompensasi praperceraian, mencerminkan
bagaimana hukum adat berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan
keadilan dalam masyarakat.

Salah satu aspek penting dari pluralisme hukum adalah pengakuan
terhadap hukum adat. Dalam konteks masyarakat Dayak, hukum adat
memiliki peran yang signifikan dalam mengatur hubungan antar individu
dan keluarga. Singer yang merupakan denda atau kompensasi yang
dibayarkan oleh pihak yang ingin bercerai, berfungsi untuk melindungi
hak-hak individu terutama perempuan dan anak-anak. Pengakuan terhadap
hukum adat, termasuk praktik Singer adalah langkah penting untuk
mencapai keadilan dalam masyarakat yang plural.

Dalam masyarakat yang plural, interaksi antara hukum positif,
hukum adat, dan hukum agama menjadi suatu keniscayaan. 2" Melalui

dialog, masyarakat menemukan solusi yang adil dan berkeadilan bagi

% Raharjo, Trisno. "Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat." Jurnal
Hukum Ius Quia Iustum 17, no. 3 (2010): hlm. 492-519.

" Disantara, Fradhana Putra. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai
Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum." 4l-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 6, no.
1 (2021):hlm. 1-36.
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semua pihak yang terlibat dalam proses perceraian. Selanjutnya, penting
untuk memastikan bahwa praktik ini tidak merugikan pihak-pihak yang
terlibat, terutama perempuan yang sering kali menjadi korban dalam
proses perceraian. Hukum harus berfungsi sebagai alat untuk melindungi
hak asasi manusia, dan dalam hal ini, Singer harus dipahami sebagai
mekanisme yang tidak hanya mengatur aspek ekonomi, tetapi juga
melindungi hak-hak individu.

Dalam praktiknya, seringkali terjadi benturan antara hukum positif
dan hukum adat, termasuk dalam konteks Singer. Oleh karena itu,
diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk
mengatasi konflik tersebut. Pluralisme hukum harus diimbangi dengan
prinsip-prinsip keadilan yang universal, termasuk dalam praktik Singer
sebagai kompensasi praperceraian. Dalam hal ini, pemikiran Imam Ghazali
dan Sujipto Raharjo akan dilihat dari ketiga variabel kunci. Mulai dari
masyarakat Dayak Ngaju di Sampit dan Palangakaraya yang melaksanakan
Singer, Dewan adat Dayak, serta Pengadilan Agama/Negeri.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni Penelitian lapangan (Field Research)
yang dipadukan dengan penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu
peneliti mencari data secara langsung dalam masyarakat Dayak Ngaju di

Sampit tentang penerapan Singer (denda) cerai pada masyarakat Dayak



18

Ngaju. Selanjutnya, data yang diperoleh merupakan data alamiah yang

didukung oleh bahan-bahan kepustakaan dan literatur penelitian terdahulu.

2. Sifat Penelitian
Penelitian tentang Singer sebagai kompensasi praperceraian dalam
tradisi masyarakat Dayak di Sampit dan Palangkaraya bersifat deskriptif
komparatif, yakni suatu metode yang memaparkan dan menggambarkan
suatu kondisi sosial masyarakat Dayak di Sampit dan Palangkaraya.
Dengan penelitian yang Dbersifat deskriptif  komparatif  ini
membandingkan hukum Islam dan hukum adat yang ada di wilayah
penelitian yaitu Sampit dan Palangkaraya serta memberikan analisis

hukum Islam dan hukum positif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yakni pendekatan
Sosio-legal. Penelitian dengan pendekatan sosio-legal adalah sebuah
metode penelitian yang menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial
untuk memahami fenomena hukum dalam konteks sosialnya.

Pendekatan sosio-legal merupakan alternatif yang menarik, di
mana istilah "sosio" merujuk pada konteks di mana hukum itu berada.
Dengan demikian, ketika para peneliti menerapkan teori sosial, mereka
tidak sedang meneliti ilmu sosial itu sendiri, melainkan fokus pada aspek

hukum. Hubungan antara hukum dan masyarakat ini kemudian melahirkan
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studi mengenai bagaimana hukum tersebut dirumuskan, ditafsirkan, dan
diimplementasikan.28

Dalam kajian hukum, terdapat dua klasifikasi penting yang dikenal,
yaitu law in book'"dan law in action." Istilah yang pertama merujuk pada
hukum sebagaimana yang tertulis dalam korpus hukum, sedangkan istilah
yang kedua memandang hukum sebagai fenomena sosial.”® Sebagai sebuah
pendekatan, sosio-legal berada dalam ranah /aw in action, "sejalan dengan
sosiologi hukum, antropologi hukum, dan jurisprudensi sosiologis.
Meskipun demikian, setiap konsep tersebut memiliki batasan yang jelas
antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, sosio-legal
mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, baik dari bidang hukum itu
sendiri maupun dari ilmu sosial. Dalam penelitian ini, pendekatan sosio-
legal digunakan untuk mengeksplorasi konsep pluralisme hukum
mengenai Singer sebagai kompensasi praperceraian pada masyarakat adat
Dayak di Sampit dan Palangkaraya. Penelitian ini akan mengkaji
bagaimana hukum adat berfungsi dalam menyelesaikan konflik
praperceraian dan bagaimana prinsip Maslahah diterapkan dalam konteks
tersebut. Pendekatan perundang-undangan dalam skripsi ini bertujuan
untuk memahami bagaimana Singer berfungsi dalam konteks hukum adat
Dayak dan bagaimana hal ini berinteraksi dengan hukum positif di

Indonesia.

%8 Reza Banakar and Max Travers, “Law, Sociology and Method,” in Theory and Method
in Socio-Legal Research (Oxford: Hart Publishing, 2005), hlm. 7.

% Nur Solikin, Pengantar Sosiologi Hukum Islam (Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media,
2019), hlm. 2.
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4. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
yakni, primer dan sekunder. Data Primer berasal dari wawancara Kepala
Sekretariat dan Anggota Sekretariat Dewan Adat Dayak (DAD)
Kotawaringin Timur serta wawancara Ketua Pengadilan Negeri Sampit.
Sumber sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal ilmiah,
artikel, laporan penelitian, buku kolaborasi, hingga laporan penelitian
terdahulu yang berkaitan dengan Singer di Palangkaraya. Terdapat
hubungan yang saling melengkapi antara data primer dan data sekunder.
Hal ini disebabkan oleh penggunaan kedua jenis data tersebut untuk
memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai topik

penelitian yang dibahas.

G. Teknik Pengumpulan Data
Pada bagian analisis data ini, peneliti melaksanakan serangkaian
langkah yang dimulai dari pengumpulan data hingga proses reduksi. Peneliti
mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan pelaksanaan singer di
masyarakat Dayak Ngaju yang berada di Kalimantan Tengah. Selain itu, data
juga diperoleh dari pelaksanaan singer di wilayah Sampit melalui wawancara
dengan tokoh adat setempat. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya
adalah melakukan seleksi terhadap data tersebut untuk dianalisis, sehingga
dapat disesuaikan dengan tujuan utama penelitian. Tujuan tersebut adalah
untuk memahami analisis pemikiran Imam Ghazali mengenai Maslahah serta

pandangan Sujipto Raharjo mengenai pluralisme hukum, khususnya dalam
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konteks pelaksanaan singer yang terdapat di Sampit dan Palangkaraya.
Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Maslahah
menurut Imam Ghazali dan pluralisme hukum menurut Sujipto Raharjo.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab,
yang didalam setiap bab akan ada beberapa bagian yaitu sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan. Pada bab ini, akan dijelaskan
mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, serta metode penelitian yang
digunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Bab ini
berfungsi sebagai fondasi yang penting bagi peneliti agar pembahasan
selanjutnya dapat lebih terfokus. Selanjutnya, bab ini akan diikuti oleh Bab II
yang membahas Singer (Denda Cerai), Maslahah, dan Pluralisme Hukum
serta landasan teori. Di dalam bab ini juga akan diuraikan Singer pada
masyarakat Dayak Ngaju, macam-macam pasal Singer, Maslahah, dan
pluralisme hukum. Sebagai pengantar, bab ini akan mengarah pada
pembahasan menegnai Dayak Ngaju di Sampit dan Palngakaraya.

Bab III menguraikan secara komprehensif hukum adat masyarakat
Dayak Ngaju di Sampit dan Palangkaraya beserta pembahasan mengenai
Singer antara Dewan Adat dan Pengadilan Agama/Negeri. Selanjutnya, bab
ini akan diikuti oleh Bab IV, yang menganalisis Singer di Sampit dan

Palangkaraya melalui teori Maslahah dan pluralisme hukum. Analisis dalam
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bab ini akan menggunakan variabel-variabel dari kerangka teori yang telah
ditetapkan sebelumnya.

Bab V merupakan bagian penutup yang terdiri dari dua bagian. Bagian
pertama adalah kesimpulan, yang secara ringkas menyajikan jawaban atas
rumusan masalah. Bagian terakhir adalah saran untuk penelitian lebih lanjut,
baik dalam konteks topik ini secara spesifik maupun dalam kajian hukum

Islam secara umum.



BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian mulai dari bab pertama hingga
keempat, maka dapat disimpulkan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Pelaksanaan Singer hanya bisa diajukan bagi Suami/Istri
yang melakukan perkawinan secara adat Dayak. Selain itu, jika pasangan
Suami/Istri menyelesaikan perkara perceraian melalui Pengadilan Agama
maupun Pengadilan Negeri, maka pihak Dewan Adat tidak bisa membantu
pasangan tersebut jika salah satunya ingin megajukan denda cerai secara adat.
Penetapan besaran Singer juga berbeda tiap daerahnya tergantung dari
kesepakatan perjanjian perkawinan. Praktik Singer perceraian di masyarakat
Dayak masih diterapkan, namun menurut Dewan Adat di Sampit dalam
menangani kasus Singer, terakhir dilakukan pada 2021.Berbeda dengan di
Palangkaraya, hingga saat ini pelaksanaan Singer perceraian masih
dilaksanakan dan masyarakat Dayak Ngaju Palangkaraya masih banyak yang
menerapkan. Pihak Pengadilan Negeri Sampit kabupaten Kotawaringin Timur
menegaskan bahwa selama ini tidak ada kasus Singer yang dibawa ke ranah
hukum pengadilan.

Kedua, melalui analisis Maslahah menurut Imam Ghazali, dapat
dipahami bahwa berdasarkan analisis Maslahah, penerapan Singer cerai pada
masyarakat Dayak di Sampit masuk dalam kategori Maslahah tahsiniyyat

jika dilihat melalui 5 aspek maqashid syari’ah, pelaksanaan Singer di Sampit

95
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masuk dalam kategori Hifz al-Nasl yakni menjaga keturunan. Selain itu, juga
sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai adat dan budaya yang telah lama
dianut oleh masyarakat Dayak. Penerapan singer (denda cerai) pada
masyarakat Dayak di Palangkaraya dapat dikategorikan sebagai Maslahah
dharuriyyat, dilihat melalui 5 aspek magashid syari’ah, pelaksanaan Singer
di Palangkaraya masuk dalam kategori Hifz al-Mal yakni menjaga harta.
Selain itu, pelaksanaan singer masih berlaku hingga saat ini dan masyarakat
Dayak di Palangkaraya masih menyerahkan urusan singer kepada Dewan
Adat Dayak.

Berdasarkan analisis pluralisme relatif atau lemah, penerapan
singer (denda cerai) pada masyarakat Dayak di Sampit dapat dikategorikan
sebagai pluralisme relatif atau lemah, karena pluralisme relatif mengakui
keberagaman sistem hukum, tetapi dengan batasan tertentu di mana hukum
negara tetap menjadi kerangka utama yang mengatur interaksi antar sistem
hukum. Berdasarkan analisis pluralisme kuat atau pluralisme deskriptif,
penerapan singer (denda cerai) pada masyarakat Dayak di Palangkaraya dapat
dikategorikan sebagai bentuk pluralisme kuat atau deskriptif karena pluralisme
ini mengakui keberagaman sistem hukum secara penuh tanpa hierarki atau
dominasi oleh satu sistem hukum tertentu, sehingga setiap sistem hukum

memiliki otonomi dan kedudukan yang setara dalam masyarakat.
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B. Saran

Pemaparan terkait pelaksanaan Singer yang penulis sampaikan,
beserta analisis diatas masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan
pada pembahasan lebih lanjut mengenai penetapan denda Singer perceraian
yang tidak menggunakan uang dalam pelaksanannya. Selain itu, penulis
hanya melakukan objek penelitian yang berada di Sampit, kabupaten
Kotawaringin Timur. Selain itu untuk Pengadilan Negeri maupun Pengadilan
Agama Sampit bisa lebih peka dengan situasi adat setempat dalam hal ini
adat Dayak Ngaju. Karena penulis melihat kemajemukan masyarakat yang
tinggi dengan keanekaragaman dan budaya adat itu seharusnya bisa direspon
oleh pihak Pengadilan Agama dalam pengambilan putusan.Untuk peneliti
selanjutnya, semoga hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan refrensi atau
perbandingan serta bahan pertimbangan untuk kajian mengenai pelaksanaan

singer melalui analisis Maslahah dan pluralisme hukum yang selanjutnya.
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